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ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR
TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH
PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG.

Penulis, Pembimbing Pertama, N
NUR AZIZA DR. H. HERMAN FIKRI, SE., SH.. M.HHUM,, CTL
011900306 Pembimbing Kedua,

ROSA LINDA, SH., MH.

ABSTRAK

Dalam trasportasi pelayaran di mana nakhodalah yang mempunyai
kekuasaan setiap keselamatan dan keamanan angkutan diperairan, dipelabuhan,
serta perlindungan maritim. Untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan
laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di
keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Agar dapat
memperolech SPB, maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa
persyaratan, seperti syarat kelaiklautan kapal. Metode penelitian pada skripsi ini
menggunakan metode penelitian normatif .

Maka dari itu rumusan masalah rumusan masalah yang dibahas ini adalah
Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Syahbandar atas keselamatan dalam
pelayaran di wilayah Pelabuhan Boom Baru Palembang menurut Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran? Dan Faktor-Faktor Yang Menjadi
Kendala Syahbandar Dalam Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Maupun Di
Perairan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ?.

Simpulan, Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Syahbandar Atas
Keselamatan Dalam Pelayaran Di Pelabuhan Boom Baru Palembang Menunjuk
tempat sandar/labuh kapal. Memberikan laporan kapal untuk diisi dan
ditandatangani oleh Kapten Kapal. Memeriksa dokumen pelaut/surat-surat kapal
yang diterima dari Kapten Kapal. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala
Syahbandar Dalam Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Maupun Di Perairan yaitu,
Faktor Ketidakcermatan Pemohon, Faktor Alam, Faktor Manusia (Human Error),

dan Faktor Prosedur.

Kata Kunci : Syahbandar, Pelabuhan , Pemerintahan.
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BAB 1v
PENUTUP

\. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil peneliti.
penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh

.nulis dan dihubungkan deng: L
penulis d g 1gan beberapa literagyr yang direferensikan, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikuyt -

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Syahbandar Atas K sselnmatin Dl

Pelayaran Di Pelabuhan Boom Bary Palembang Menurut Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yaitu :

a. Menunjuk tempat sandar/labuh kapal.

b. Memberikan laporan kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Kapten
Kapal.

¢. Memeriksa dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Kapten

Kapal.

d. Adapun KPLP yang memang ditugaskan khusus untuk berpatroli
melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal

berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi masuk ke

Indonesia yang berada di bawah Direktorat Jendral Perhubungan, dan

sedangkan kapal-kapal Patroli yang ada di Kantor Syahbandar hanya

Bt i di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan

kepentingan pelabuhan (DLKp), adapun daerah di luar DLKr dan DLKp

i lan PLP.
ini menjadi kewenangan dari 3 Pangkalan
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